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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Perkembangan dan kemajuan pada era globalisasi berkembang sangat 

cepat salah satu dampak dari globalisasi yaitu dengan berkembang majunya 

bidang teknologi dan informasi dampak dari perkembangan bidang 

teknologi dan informasi ini terjadi di seluruh penjuru belahan dunia 

termasuk di Indonesia.1 

        Penemuan-penemuan baru, seperti internet, menandai kemajuan 

peradaban di bidang teknologi dan informasi. Karena internet memiliki 

dampak yang begitu signifikan di segala bidang, termasuk bidang sosial, 

budaya, ekonomi, dan ekonomi, hal ini mendorong individu untuk lebih 

sering memanfaatkannya. Internet melahirkan kemajuan teknologi transaksi 

yang sering disebut financial technology (Fintech), yang meliputi investasi, 

transaksi jual beli, pembayaran, dan peminjaman uang yang disebut dengan 

pinjaman online.2 

        Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur pinjaman online untuk 

mengontrol lembaga pinjaman online. Layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) Nomor 77/PJOK.01/2016 yang diterbitkan oleh OJK. Melalui 

sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet, pemberi 

pinjaman dan penerima pinjaman dapat langsung melakukan pengaturan 

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Penyelenggaraan layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan badan 

hukum indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.3

 
1 Nurhaidah M. Insya Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia, 

Volume 3  No 3. April 2015 
2 Wening Novidasari, Ridwan, Pertanggung Jawaban Pidana Desk collector Fintech Ilegal Serta 

Perlindungan Terhadap Korban, Volume 21  No 2. Oktober 2020. 
3 Lihat pasal 1 ayat (3 dan 6) Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 
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       Dalam Peraturan Otorita Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai 

perizinan, penyelenggaraan  layanan pinjam meminjam uang yang berbasis 

teknologi informasi, mekanisme peminjaman, pengawasan, hingga 

multigasi resiko. Syarat sebuah badan hukum dapat menjadi lembaga 

penyedia jasa keuangan secara online adalah wajib mengajukan pendaftaran 

dan perizinan kepada OJK yang telah di atur dalam bagian ke empat 

mengenai pendaftaran dan perizinan yaitu dalam pasal 7 hingga pasal 11 

peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor.77/POJK.01/2016. Dengan 

adanya peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut maka 

memiliki kelebihan diantaranya, masyarakat dapat dengan mudah 

meminjam uang karena hal itu masyarakat tidak perlu datang ke bank dan 

dapat mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan kapan 

saja dan dimana saja dan juga dalam memenuhi persyaratan yang harus 

dilakukan secara tatap muka juga tidak perlu dilakukan lagi, namun 

belakangan ini pinjaman online disalah gunakan oleh oknum-oknum 

tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.4 

       Orang-orang yang tergoda untuk mengeluhkan beban bunga yang tidak 

wajar, khususnya pembayaran bunga yang meningkat setiap keterlambatan 

pembayaran, juga mengeluhkan cara penagihan yang kasar, penyebaran 

data pribadi, penghinaan, pencemaran nama baik, dan masalah lainnya. 

Rata-rata, pinjaman online ilegal menawarkan pencairan dana langsung 

dengan bunga rendah melalui SMS dengan menyertakan situs web untuk 

mengisi persyaratan. 

      Dalam hal ini, penerima pinjaman (debitur) dan pemberi pinjaman 

(kreditur) adalah pihak yang terlibat dalam layanan pinjaman uang online. 

Perusahaan pinjaman online juga biasanya menggunakan jasa penagih atau 

penagih tagihan untuk menjalankan tugas dan fungsi penagihan piutang 

perusahaan. departemen kolektor adalah pihak yang diberi wewenang untuk 

menyelesaikan masalah kredit macet yang tidak dapat diselesaikan oleh 

 
4 Meingga Mahening Nurwahridya, Hartiwiningsih, Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Siber oleh Desk collector Pinjaman Online, Volume 9 No 1. Januari 2020 
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penagih tetap (pegawai bank yang bertugas menagih uang titipan). Desk 

collector menggunakan catatan, alat tulis, telepon, komputer, dan sarana 

lain untuk mengingatkan debitur untuk melakukan pembayaran pada 

rekening mereka. Kolektor lapangan, sementara itu, mengunjungi debitur 

atau mengumpulkan pembayaran konsumen saat bepergian.5 

       Desk collector dalam melakukan pekerjaannya harus mendapat kuasa 

dari pemberi namun dengan tetap mematuhi etika penagihan hutang kepada 

penerima pinjaman, namun dengan catatan dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia No.14/17/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran Menggunakan Kartu yaitu tidak boleh melakukan penagihan 

dengan cara melawan hukum, Hukum pidana dapat digunakan untuk 

meminta pertanggung jawaban desk collector jika dia melakukan tindakan 

ilegal. Jika tindak pidana penagih utang lapangan atau debt collector 

biasanya menggunakan aturan tindak pidana umum seperti menghina orang 

saat menagih di depan umum, mereka dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 

KUHP, diancam dengan tindak pidana kekerasan berdasarkan Pasal 335 

ayat 1 , atau didakwa dengan perusakan harta benda berdasarkan Pasal 406 

KUHP.6 

       Untuk kasus pinjaman online ilegal, peraturan pidana yang bisa dijerat 

kepada Desk collector dikategorikan kedalam kejahatan siber, undang-

undang yang bisa menjeratnya yaitu undang-undang No.11 tahun 2008 

sebagaimana diubah oleh undang-undang No.19 tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang  tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik  khususnya pasal 27 (1) UU ITE yang berbunyi bahwa “setiap 

orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan.”7 

       Dampak dengan terjadinya pandemi covid-19 menimbulkan dampak 

multiresoral terhadap kehidupan ditengah masyarakat, tak terkecuali pada 

 
5 Wening Novridasari, Ridwan, Alyth Prakarsa,  Peertanggung Jawaban Pidana Desk collector 

Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban, Volume 21  No 2. Oktober 2020. 
6 Ibid 
7  Lihat pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 
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resor ekonomi. Badan pusat statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 

pada kuartal IV 2020 mencapai -2,19 persen pertahunnya, penurunan 

ekonomi ini juga Adanya Penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar 

(PSBB) di Indonesia menyebabkan banyaknya karyawan yang mengalami 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data dari kementrian ketenagakerjaan, 

jumlah yang terkena PHK hingga agustus 2020 naik menjadi 2,1 juta orang.8         

Adanya pandemi covid-19 ini juga menjadi penyebab turunnya angka 

pendapatan masyarakat secara umum. Hal tersebut disebabkan oleh 

kegiatan perekonomian masyarakat yang tidak dapat berjalan mulus seperti 

sebelum terjadi pandemi Covid-19, penurunan pendapatan, kehilangan 

pekerjaan dan kebutuhan hidup yang harus tetap dipenuhi, menyebabkan 

masyarakat akhirnya memutuskan untuk melakukan pinjaman agar dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 9 

       Dalam posisi penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan tentunya 

tidak akan mudah melakukan peminjaman ke Bank memerlukan proses 

yang panjang dan Bank harus melakukan proses identifikasi terlebih dahulu, 

karena hal ini banyak masyarakat yang melakukan peminjaman uang secara 

online karena dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat melalui 

handphone dan juga persyaratan peminjaman yang tidak rumit dan semua 

orang dapat dengan mudah melakukan pinjaman, sayangnya banyak 

masyarakat yang meminjam uang dipeminjaman online yang mereka tidak 

tahu bahwa peminjaman tersebut sudah mendapatkan izin dari OJK atau 

belum karena banyak pinjaman online ilegal yang ditawarkan secara cuma-

cuma melalui SMS yang masuk ke nomor tersebut, selain SMS ada pula 

pinjaman-pinjaman ilegal yang menawarkan melalui website.10 

       Akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus peminjaman online ilegal 

yang sangat signifikan pada masa pandemi covid-19 saat ini, fenomena 

 
8 Tempo.co, 2020, Pandemi Covid-19, Airlangga: Pekerja yang di PHK Naik Jadi 2,1 Juta 

Orang, dikutif dari https://bisnis.tempo.co/read/1375092/pandemi-covid-19-airlangga-pekerja-

yang-di-phk-naik-jadi-21-juta-orang. Diakses pada 09 Maret 2022 pukul 20.02 
9 Ibid 
10 Wigati Taberi Asih SH. 2021, Pinjaman Online Saat Pandemi Covid meningkat ,dikutif dari 

https://heylawedu.id/blog/pinjaman-online-saat-pandemi-covid-19-meningkat, diakses pada 

tanggal 09 maret 2022 puku 15.30 
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peminjaman uang online ilegal saat ini sudah memasuki level yang sangat 

menghawatirkan .dalam catatan OJK sejak 2019-2021 terdapat 19.711 

pengaduan masyarakat terkait ulah pinjaman online ilegal, sebanyak 9.270 

(47,03%) tergolong pelanggaran berat, sedangkan 10.441 pengadua terkait 

pelanggaran ringan atau sedang. Bentuk pelanggaran berat yang paling 

banyak diadukan masyarakat antara lain, pencairan pinjaman tanpa 

persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada 

seluruh kontak HP dengan teror dan penagihan dengan kata-kata kasar dan 

pelecehan seksual. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasus 

aduan pada tahun 2018 yang hanya ada 3.586  pengaduan terhadap pinjaman 

online ilegal.11 

        Polisi diduga berada di garda terdepan untuk menangani langsung para 

pelanggar hukum karena maraknya kasus peminjaman online yang 

melanggar hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara berisi tentang kebijakan pemerintah negara untuk 

menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, dan pelayanan publik. Polri harus mewaspadai fenomena 

sosial yang muncul dan menimbulkan pelanggaran hukum karena Polri 

merupakan organisasi penegak hukum yang paling atas. Karena Polisi harus 

memiliki pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan 

investigasi, salah satu tanggung jawab mereka termasuk menyelidiki apakah 

insiden kriminal telah terjadi di lingkungan sekitar.12 

       Laporan mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh Desk collector 

pinjaman online ilegal ini bahkan pernah dilaporkan oleh  warga kota 

Sukabumi, warga kota sukabumi sudah merasakan keresahan terhadap 

tindakan kurang menyenangkan dari pihak pinjaman online ilegal ini (Desk 

collector), pasalnya sejumlah warga Sukabumi Kota mengaku telah 

dipermalukan oleh pihak pinjaman online ilegal bukan hanya itu warga 

 
11 Kominfo.go.id, 2021, Menghentikan Sepak Terjang Pinjol Meresahkan, Dikutif dari 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/37902/menghentikan-sepak-terjang-pinjol-yang-

meresahkan/0/artikel, diakses pada 09 Maret pukul 21.45 
12 Lihat pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 
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Sukabumi Kota mengaku identitas pribadinya telah disebar luaskan dan 

disalahgunakan oleh pihak pinjaman online ilegal.  

       Salah satu contoh yang terjadi pada Bambang (33) yang merupakan 

salah satu warga Kota Sukabumi yang menjadi korban pinjaman online 

ilegal, tindakan tidak terpuji yang dilakukan pinjaman online ilegal ini 

diawali ketika Bapak Bambang yang sudah melewati jatuh tempo untuk 

membayar hutang tetapi Bapak Bambang meminta waktu untuk membayar 

tetapi pihak pinjaman online ilegal ini tidak merespun dengan baik tetapi 

setelah itu beredar pesan kepada teman-teman korban bahwa teman-teman 

korban harus membayar hutang korban tersebut dalam selang waktu 

beberapa hari identitas berupa foto KTP, dan foto korban tersebar di 

whatsApp dan menuduh korban sebagai penipu, hal yang sama pun terjadi 

kepada Uti (32) yang berprofesi sebagai pegawai swasta yang harus 

menanggung malu karena identitasnya disebarkan kepada kerabat dan 

teman-temannya.13 

       Aduan Kejahatan siber yang dilakukan oleh desk collector pinjaman 

online ilegal ini pernah terjadi di kota Sukabumi yaitu sebanyak 3 aduan 

sepanjang tahun 2018 hinggan 2021, yaitu terjadi 2 aduan pada tahun 2020 

dan 1 aduan pada 2021 .14 

       Dengan adanya laporan pengaduan dari masyarakat seharusnya 

fenomena mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Desk collector 

pinjaman online ilegal ini  dapat usut tuntas dan pelaku harus dipidana agar 

desk collector pinjaman online ilegal ini tidak berbuat semena-mena, disini 

peran polisi sangat di butuhkan  untuk menyelidiki kasus tindak pidana yang 

dilakukan oleh para penagih hutang pinjaman online pada saat melakukan 

penagihan hutang terhadap debitur. Tetapi kenyataannya hal tersebut tidak 

mudah karena adanya hambatan yang secara internal maupun eksternal yang 

sesuai dengan teori Lawrence Meir Friedman yaitu efektif dan berhasilnya 

penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum yaitu sisi 

 
13 Manaf Muhammad. 2021, Meresahkan! Pinjol di Sukabumi Menjamur sebar gambar tidak 

senonoh dan identitas korban ,dikutif https://mediapakuan.pikiran-rakyat.com/sukabumi-raya/pr-

632818334/meresahkan-pinjol-di-sukabumi-menjamur-sebar-gambar-tidak-senonoh-dan-identitas-

korban, diakses pada tanggal 09 maret 2022 puku 15.30 
14 Wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi 
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struktural (legal structur), substansi (legal substance) dan sisi kultural 

(legal cultur) Adapun penjelasan dari ketiga komponen tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem 

hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung 

bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat 

bagaimana sistem hukum ini memberikan pelayanan terhadap 

penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. 

b. Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa 

peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan 

baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. 

c. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang 

mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M.Friedman 

disebut sebagai kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan 

yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku 

hukum seluruh warga masyarakat (Friedman, 2005:30). 15 

       Maka dari itu permasalahan fenomena menjamurnya peminjaman uang 

online ilegal ketika masa pandemi merupakan masalah yang perlu untuk 

dikaji dan ditanggulangi secepatnya dan semaksimal mungkin. Karena itu 

peneliti memilih judul “PERANAN KEPOLISIAN DALAM 

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIBER (CYBER CRIME) 

OLEH DESK COLLECTOR PINJAMAN ONLINE ILEGAL PADA 

MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SUKABUMI” karena menurut 

peneliti masalah sekarang ini sedang menjadi perhatian setiap orang 

sehingga dengan adanya penelitian hukum ini peneliti berharap masyarakat 

lebih teliti dalam urusan meminjam uang agar tidak tergiur dengan 

persyaratan yang mudah dan malah mengesampingkan dampak meminjam  

uang dari peminjaman uang online ilegal yang malah merugikan debitur. 

 

 
15 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law 

An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, Hlm. 6-8   
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B. Rumusan Masalah 

       Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan perumusan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, adapun perumusan masalah yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan Kepolisian Resor Sukabumi Kota dalam 

menanggulangitindak pidaana siber (cyber crime) oleh Desk 

collector pinjaman online ilegal pada masa pandemi covid-19 

2. Faktor penghambat apa yang dihadapi oleh Kepolisian Sukabumi 

Kota dalam menangani tindak pidana siber oleh Desk collector 

pinjaman online ilegal pada masa pandemi covid-19 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk mengarahkan suatu 

penelitian terdapat adanya tujuan dari penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Kepolisian Resor Sukabumi 

Kota dalam menanggulangi tindak pidana siber (cyber crime) oleh 

Desk collector pinjaman online ilegal pada masa pandemi covid-19 

2. Untuk mengetahui apa saja yang merupakan Faktor penghambat 

yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sukabumi Kota dalam 

menangani tindak pidanal siber oleh Desk collector pinjaman online 

ilegal pada masa pandemi covid-19 ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

       Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan 

hukum pidana khususnya pemahaman mengenai peranan Kepolisian 

terhadap penanggulangan tindak pidana siber oleh Desk collector 

pinjaman online khususnya di Kota Sukabumi, dan mengkaji terhadap 

beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini berkaitan dengan 
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peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana siber oleh Desk 

collector pinjaman online ilegal. 

2. Manfaat Praktis 

       Secara Praktis, hasil penelitian yang berfokus pada peranan 

Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana siber oleh Desk 

collector pinjaman uang online ilegal ini diharapkan bisa menjadi bahan 

pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan 

kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya 

penanggulangan kasus peminjaman uang online ilegal, diharapkan juga 

dapat menghasilkan suatu kebijakan yang benar-benar  dapat mengurangi 

kasus tindak pidana siber oleh Desk collector yang yang dilakukan oleh 

pinjaman online ilegal khususnya dalam rangka ketertiban hukum pidana 

di Indonesia di masa yang akan datang. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

       Polisi merupakan peran pemerintah yang mengurusi keamanan dan 

ketertiban masyarakat, serta sebagai penegak hukum, pengayom, dan 

penjaga masyarakat. 16 

       Polisi dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya polisi 

juga dituntut untuk mengedepankan fungsi humanisme (kemanusiaan) 

sebagai penolong masyarakat yang meneladani prinsip-prinsip luhur dalam 

tugasnya. 

       Tindak pidana siber (cyber crime) merupakan suatu kejahatan yang 

didefinisikan sebagai sebuah tindak kriminal yang dilakukan dangan 

bantuan teknologi jaringan komputer dan bantuan internet untuk melakukan 

kejahatan tersebut dan terjadi di dunia maya.17 

       The British Law Commision mengartikan “computer fraud” sebagai 

manipulasi computer dengan cara apapun yang dilakukan dengan niatan 

 
16 Lihat pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 
17 Mahesa jati Kusumah,S.H.,M.H, Hukum Upaya Hukum Melindungi Nasabah bank terhadap 

Tindak Kejahatan ITE dibidang Perbankan, Bandung: Nusa Media, Hlm. 4 
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buruk untuk memperoleh uang, barang, atau keuntungan lainnya atau yang 

menimbulakan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “Computer 

crime” atas dua kegiatan, yaitu:  

a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, 

pencurian atau penyembunyian yang dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan 

atau pelayanan 

b. Ancaman terhadap computer itu sendiri, seperti pencurian  

perangkat keras atau lunak, sabotas atau pemerasan.18 

       Munculnya layanan pinjaman pinjam meminjam uang berbasis internet 

atau yang biasa dikenal dengan pinjaman online merupakan salah satu 

terobosan teknis di bidang ekonomi. Cara Mendapatkan Pinjaman 

Menghasilkan uang secara online sangat sederhana sehingga sangat 

diminati banyak orang. Penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah 

mendaftarkan/mengizinkan pinjaman online sehingga pemerintah harus 

memperhatikan masalah perlindungan konsumen dan bila perlu melakukan 

intervensi.  

       Pelanggaran aturan dapat ditindak dengan cepat, oleh karena itu 

pinjaman online ini harus dilakukan dengan cukup aman, di sisi lain telah 

muncul dari waktu ke waktu mengenai aplikasi atau web pinjaman online 

yang tidak terdaftar di OJK apalagi pada masa pandemi covid-19 banyak 

oknum-oknum yang menawarkan pinjaman online melalui web yang mudah 

untuk di jangkau bahkan perusahaan pinjaman online ilegal ini menawarkan 

pinjaman melalui SMS yang masuk kedalam nomor masyarakat secara 

acak. 

        Hal tersebut yang membuat peminjan uang (debitur) berada dalam 

bahaya besar sebagai akibat dari pinjaman online ilegal ini  karena OJK 

tidak bisa mengawasi dan tidak ada ketentuan khusus kesepakatan pinjaman 

internet yang melanggar hukum, banyak keluhan masyarakat yang 

menyanyangkan perilaku yang dilakukan oleh Desk collector pinjaman 

 
18 Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi pengaturan dan 

celah hukumnya, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 10 



11 
 

 
 

online ilegal contohnya seperti berperilaku kasar, mengancam, melecehkan, 

membagikan informasi pribadi, menghina orang debitur, dan mencemarkan 

nama baik. 

       Perilaku yang dilakukan oleh Desk collector pinjaman online ilegal ini  

tidak sesuai dengan surat edaran bank indonesia nomor 14/17/DSAP 

mengenai perihal penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan 

kartu kredit, salah satu mengatu mengenai pokok-pokok dalam etika 

penagihan yaitu : 

a. Menggunakan kartu identitas resmi 

b. Dilarang dilakukan dengan tindakan ancaman, kekerasan dan,atau 

bersifat mempermalukan debitur 

c. Dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik 

maupun verbal 

d. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan 

secara terus menerus yang bersifat mengganggu 

e. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00-20.00 wilayah 

alamat debitur.19 

       Seharusnya tindakan yang dilakukan Desk collector Ini harus diperiksa 

secara menyeluruh, dan pelakunya harus diidentifikasi. Desk collector 

pinjaman online ilegal  ini harus dihukum agar tidak berlaku sewenang-

wenang. Dalam kasus ini partisipasi polisi sangat penting dalam mengusut 

kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh Desk collector karena polisi 

merupakan peran pemerintah yang mengurusi penegakan hukum. 

       Peran Kepolisian disamping melakukan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh Desk collector, seharusnya melakukan 

sosialisasi mengenai bahayanya meminjam uang pada pinjaman online 

ilegal, disamping dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian 

dan sosialisasi yang dilakukan herusnya ada kesadaran dari masyarakat 

untuk tidak sembarangan meminjam uang kepada pinjaman online ilegal, 

masyarakat harus lebih cermat memilih tempat peminjaman online yang 

seharusya telah terdaftar dalam OJK, jangan teriming-imingi dengan dana 

 
19 Lihat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DSAP 
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cepai cair tanpa memikirkan dampak dari meminjam uang terhadap 

pinjaman online yang ilegal. 

       Peneliti dapat menggambarkan dari peran polisi dalam penanggulangan 

kejaMhatan yang dilakukan oleh Desk collector pinjaman online ilegal 

sebagai kajian peneliti, oleh karena itu kerangka pemikiran peneliti seperti 

yang digambarkan dibawah ini. 
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F. Metode Penelitian 

 

 

 

 

 

   Diagram 1. Kerangka Pemikiran 

 

Identifikasi Masalah : 

1. Terjadi kenaikan kasus tindak 

pidana yang dilakukan oleh desk 

collector pinjaman online ilegal 

pada masa pandemi covid-19 

2. Kurangnya kesadaran 

masyarakat mengenai bahaya 

meminjam uang kepada layanan 

pinjaman online ilegal 

3. Kurang maksimalnya 

penanggulangan yang dilakukan 

Kepolisian dalam 

penanggulangan tindak pidana 

siber yang dilakukan oleh desk 

collector pinjaman online ilegal 

 

Rumusan Masalah :  

1. Bagaimana peranan Kepolisian 

Resor Sukabumi Kota dalam 

menanggulangi tindak pidan 

siber yang dilakukan oleh desk 

collector pinjaman online 

ilegal 

2. Apa faktor penghambat yang 

dihadapi oleh Kepolisian Resor 

Sukabumi Kota dalam 

menangani tindak pidana siber 

yang dilakukan leh desk 

collector pinjaman online 

ilegal. 

 

Kondisi Awal : 

Penurunan tingkat ekonomi selama 

pandemi covid-19 menyebabkan 

meningkatnya pengaduan terhadap 

tindak pidaba siber yang dilakukan 

oleh desk collector pinjaman 

online ilegal 

Melalu Konsep: 

1. Pokok-pokok dalam etika 

penagihan sudarat edaran 

Bank Indonesia Nomor 

14/17/DSAP menenai 

perihal penyelenggaraan 

alat pembeyaran dengan 

menggunkan kartu kredit 

2. Pasal 2 UU No.2 tahun 

2002 (mengenai fungsi 

Kepolisian 

Menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian 

empiris dengan teknik 

pengumpulan data wawancara dan 

studi literatur.  

Menjadi bahan pertimbangan dan 

sumbangan pemikiran serta dapat 

memberikan kontribusi dan solusi 

konkrit bagi pada legislator dalam 

upaya penanggulangan kasus 

pidana yang dilakukan desk 

collector pinjaman online ilegal. 
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G. Metode Penelitian       

        Metodologi penelitian suatu penelitian, yang merupakan pendekatan 

utama yang akan digunakan untuk memperoleh tingkat akurasi jumlah dan 

jenisnya, merupakan aspek penting yang mendukung proses pemecahan 

suatu masalah yang sedang diteliti atau ditangani. 

1. Jenis Penelitian 

       Menurut sumber datanya, penelitian peneliti ini bersifat empiris, 

namun sifatnya penelitian deskriptif karena bertujuan untuk 

menjelaskan atau mencirikan fenomena peminjaman uang online serta 

memberikan data yang setepat mungkin tentang objek yang di 

bawahnya. belajar. ilegal serta pertahanannya. 

2. Lokasi Penelitian 

       Penulis untuk memperoleh data yang yang akurat dan sesuai dengan 

permasalahan yang peneliti bahas yaitu tentang penegakan hukum oleh 

Kepolisian Sukabumi Kota terhadap tindak pidana siber yang dilakukan 

oleh desk collector pinjaman online ilegal, maka dari itu peneliti 

memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resor Sukabumi Kota dan 

Dinas Komuniksi dan Informatika Sukabumi Kota. Alasan peneliti 

memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resor Sukabumi Kota dan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi karena semenjak 

adanya pandemi covid-19 kasus aduan dari tindak pidana yang 

dilakukan Desk collector peminjaman online ilegal ini mengalami 

peningkatan. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

       Adapun jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1)  Data primer 

           Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 

pada objek penelitian, yaitu data yang didapatkan secara langsung 

dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak-pihak yang 

mengetahui bagaimana permasalahan yang terjadi, data yang 
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diperoleh secara langsung dari sumber data ini juga dapat 

dipertanggung jawabkan kesahihannya.  

        Polres Sukabumi Kota dan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Sukabumi dihubungi untuk wawancara, yang merupakan data 

inti untuk penelitian ini. Ini memungkinkan para peneliti untuk 

berharap mendapatkan hasil dunia nyata dari subjek penelitian 

mereka.20 

2)  Data sekunder 

            Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk 

mendukung data primer, data sekunder ini meliputi data yang 

diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan meliputi buku-buku, 

jurnal, artikel-artikel maupun sumber bacaan yang lain yang 

berkaitan dengan judul skripsi, peneliti mencari dan mengumpulkan 

bahan-bahan hukum seperti: 

a) Bahan Hukum Primer 

       Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum 

primer berupa ketentuan hukum atau peraturan perundang-

undangan yang ada kaitannya dengan materi penelitiaan 

skripsi, diantaranya antara lain: 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informassi dan Transaksi Elektronik. 

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

 
20Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum., Metode Penelitian Hukum, Mataram:Mataram Universitas Press, 

2020. Hlm.89. 
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(5) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DSAP Tentang 

Penyelenggaran Alat Pembayaran dengan Menggunakan 

Kartu Kredit. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

       Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-

buu literatur, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian dan 

lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tersier 

       Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekundr seperti KBBI, kamus hukum, 

kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain sebagainya. 

b. Sumber data 

       Mengenai sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari : 

1) Sumber Data Primer  

          Sumber data primer yang yaitu riset yang dilakukan peneliti di 

lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resor Sukabumi Kota dan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. 

2)  Sumber Data Sekunder 

           Sumber data sekunder merupakan data yang dipergunakan 

sebagai pendukung dari data primer dan peneliti memperolehnya 

dari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan 

objek yang diteliti seprti buku-buku, literatur, artikel, jurnal-jurnal 

hukum, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan 

dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pemerolehan Data  

a. Studi Lapangangan 

       Joko Subagjo mengklaim bahwa penelitian lapangan adalah 

metode pengumpulan data dengan melakukan Pendekatan 

pengumpulan data berikut digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang bersangkutan dan mengatasi masalah yang 
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mereka pelajari, Sesi tanya jawab langsung dengan orang-orang yang 

berkepentingan berfungsi sebagai metode data mengumpulkan untuk 

penelitian langsung tentang subjek yang sedang dipelajari. 

       Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas 

terbimbing, di mana materi pelajaran ditentukan oleh catatan dan 

kerangka pertanyaan. Namun demikian, bukan berarti jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan itu statis karena masih ada ruang untuk variasi 

dalam menguji kebebasan bertanya berdasarkan situasi. 

       Tujuan dari penggunaan jenis wawancara ini adalah agar peneliti 

mengumpulkan informasi yang mendalam dan akan memungkinkan 

terpenuhinya prinsip keabsahan data wawancara yang masih dalam 

garis besar kerangka pertanyaan, dapat diarahkan dan langsung 

kepada subjek, dan dapat dicapai dengan cara yang paling efektif. 

Wawancara yang peneliti lakukan bersifat terbuka, artinya tidak 

hanya mengajukan pertanyaan tertentu.21 

b. Studi Kepustakaan 

       Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

kepustakaan adalah metode content analys yaitu teknik untuk menarik 

kesimpulan dengan mengidentifikasi pasal-pasal secara objektif dan 

sistematis yaitu dengan cara mempelajari buku ilmiah, literatur-

literatur serta perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan dari objek yang diteliti.22 

5. Teknik Analisis Data 

       Analisis data adalah fase yang mengikuti langkah-langkah data 

karena melibatkan pemrosesan dan analisis data yang diperoleh. Ini 

adalah langkah penting karena mempengaruhi seberapa akurat atau 

tajam temuan penelitian nantinya. Langkah selanjutnya adalah 

mengolah data, khususnya pengolahan data sedemikian rupa sehingga 

data tersebut berurutan dan sistematis untuk memudahkan peneliti 

dalam melakukan analisis. Hal ini dilakukan setelah data terkumpul 

 
21 Ibid, Hlm. 95 
22 Ibid, Hlm 101 
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kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan kualitatif, sehingga data yang telah 

diperoleh juga diteliti secara kualitatif. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam prosedur analitis tidak dapat dipisahkan dari jenis data 

yang digunakan. 

       Analisis data deskriptif yang dihasilkan oleh analisis kualitatif 

didasarkan pada pernyataan tertulis atau lisan responden serta perilaku 

mereka yang sebenarnya, yang diamati dan dipelajari dengan cermat 

sebagai satu kesatuan yang utuh. dengan penelitian yang dilakukan, 

sehingga keandalan hasil penelitian dalam penyajian data dapat 

diperhitungkan.23

 
23 Ibid, Hlm 106. 


